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Mekanisme pengisian jabatan Anggota BPK memberi kedudukan 
dan peran sangat besar kepada DPR tidak diimbangi dengan mekanisme check 
and balances, Konsep mekanisme pengisian jabatan yang demikian memiliki 
kelemahan sehingga metode pemilihan pimpinan dan anggota BPK mutlak oleh 
DPR ini sebagai salah satu titik lemah yang sangat mempengaruhi kemandirian 
eksternal auditor, Terutama jika terdapat satu partai politik yang dominan. 
Berdasarkan persoalan tersebut, penulis mencoba mengangkat hak tersebut 
dalam suatu penelitian dengan judul “Rekonstruksi Pemilihan Badan Pemeriksa 
Keuangan oleh Lembaga Legislatif”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk 
mengetahui dan mengkaji konstruksi pemilihan pimpinan dan anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia. Untuk mengetahui dan mengkaji 
konstruksi pemilihan BPK yang tepat untuk mewujudkan BPK yang bebas dan 
mandiri. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Undang-Undang 
dan pendekatan konseptual. Proses pengumpulan data menggunakan data 
primer dan data skunder dengan Teknik penelitian kepustakaan. Berdasarkan 
hasil penelitian yang dilakukan, mekanisme pengisian jabatan BPK yang 
demikian ini sangatlah buruk secara tidak langsung pemilihan BPK ini murni 
dilakukan oleh DPR karena DPD sifatnya hanya memberikan pertimbangan dan 
tidak wajib buat ditindak lanjuti, sedang BPK adalah Jabatan strategis yang 
mempunyai kewenangan audit terhadap keuangan negara yang dimanahkan 
didalam konstitusi sebagai Lembaga yang bebas dan mandiri namun dengan 
mekanisme pengisian jabatan yang demikian maka mustahil untuk mencapai 
BPK yang bebas dan mandiri ketika mekanisme pengisian jabatan BPK tetap 
dibiarkan seperti itu. Maka Perlu dilakukan Rekonstruksi terhadap mekanisme 
pengisian jabatan BPK untuk mewujudkan BPK sebagai Lembaga yang bebas 
dan mandiri.  
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The mechanism of fming the position of BPK members gives a very large 
position and role to the DPR not balanced by a check and balances mechanism. 
The concept of such position fming mechanism has weaknesses so that the method 
of electing leaders and members of the absolute BPK by the DPR is one of the 
weak points that greatly influences external independence auditor, especially if 
there is one dominant political party. Based on these problems, the author tries to 
raise that right in a study entitled "Reconstruction of the Election of the Supreme 
Audit Board by the Legislative Body". The purpose of this study is to determine 
and examine the construction of the election of leaders and members of the 
Supreme Audit Board (BPK) in Indonesia. To find out and study the appropriate 
BPK selection construction to realize a free and independent BPK. This research 
was conducted using the Law approach and conceptual approach. The process of 
collecting data uses primary data and secondary data with library research 
techniques. Based on the results of research conducted, this mechanism of fming 
BPK positions is very bad, indirectly, the BPK election was purely carried out by 
the DPR because the DPD is only giving consideration and is not required to be 
followed up, while BPK is a strategic position that has the authority to audit state 
finances which is authorized in the constitution as a free and independent 
institution but with such a mechanism to fm positions, it is impossible to achieve a 
free and independent BPK when the mechanism for fming BPK positions remains 
as allowed. Then it is necessary to do a reconstruction of the mechanism of fming 
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